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SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR BULANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

a. bahwa dalam rangka mengembangkan prasarana dan

sarana di Kabupaten Majene salah satunya adalah
pelayanan penataan pengelolaan jasa parkir;

b. bahwa penataan pengelolaan jasa parkir diharapkan

dapat meningkatkan keamanan, layanan, dan
kenyamanan bagi pengguna jasa parkir, Pemerintah
Daerah memberikan kemudahan bagi pemilik atau
pengguna kendaraan bermotor dengan menjadi
pelanggan parkir;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan
“ retribusi di pungut dengan
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;

Umum bahwa

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Parkir
Bulanan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

2.

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5239);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5468);



Menetapkan

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun
2008 tentang pembentukan Organisasi tata kerja Dinas
Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Tahun
2008 Nomor 13)sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun
2011tentang perubahan pertama atas Pembentukan
Organisasi dan tata kerja Daerah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene
Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun
2011 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun
2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir(Lembaran
Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PARKIR
BULANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Majene.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

1.



10.

11.

12.

13.

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga  perwakilan rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten
Majene.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
retribusi sesuai dengan peraturan undang-undangan yang
berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan wusaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan,
yayasan, atau organisasi massa, organisasi sosial politik,
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk
kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang
dirangkaikan dengan dengan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak untuk beberapa saat
suatu kendaraan bermotor.

Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan
umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai
tempat parkir kendaraan bermotor.

Parkir bulanan adalah pemungutan retribusi parkir dengan
jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun.

Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya
dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pengunaan
tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.



14. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan sebagai
pembayaran pelayanan parkir ditempat khusus parkir.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
menurut  Peraturan  Perundang-undangan, retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaraan retribusi,
termasuk memungut atau memotong retribusi.

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah.

17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat
SSRD adalah Bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah di lakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang di selanjutnya
disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

21. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PARKIR

Pasal 2

Dengan nama retribusi parkir bulanan dipungut atas
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan
kendaraan bermotor.



Pasal 3

(1) Objek retribusi parkir bulanan adalah penyelenggara tempat
parkir diluar badan jalan, baik disediakan berkaitan dengan
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suaru usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(2) Tidak termasuk objek retribusi parkir bulanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Penyelenggraan tempat parkir oleh pemerintah dan
pemerintah daerah.

b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang
hanya digunakan untuk karyawan sendiri.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Parkir bulanan adalah badan usaha yang
memiliki area parkir yang diperuntukkan untuk usaha atau
untuk pokok usaha.

(2) Wajib Retribusi Parkir bulanan adalah badan usaha yang
memiliki area parkir yang diperuntukkan untuk usaha atau
untuk pokok usaha.

BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF DAN
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI PARKIR BULANAN

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan retribusi parkir bulanan adalah jumlah
pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada
penyelenggara tempat parkir

(2) Jumlah yang seharusnya di bayar sebagaimana di maksud
pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir
Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 6

Tarif retribusi parkir bulanan ditetapkan sebesar 30 % (tiga
puluh perseratus) dari total asumsi penerimaan parkir perbulan
di setiap objek retribusi parkir bulanan.

Pasal 7
Besaran pokok retribusi parkir bulanan yang terhutang di hitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dengan dasar pengenaan retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5



BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Tarif bulanan dilaksanakan dalam bentuk:

a. penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum,;

b. penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir; dan

c. penyelenggaraan tempat parkir lain yang telah ditentukan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PARKIR

Pasal 9
(1) Tarif retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum dan
Tempat khusus parkir sebagai berikut:

JENIS TEMPAT JENIS BESARNYA KETERANGAN
PARKIR KENDARAAN TARIF
RETRIBUSI (Rp)

Parkir Tepi | 1. Sepeda Motor Rp. 2000 Sekali parkir

Jalan Umum 2. Minibus Rp. 3000 Sekali parkir
3. Pick Up Rp. 3000 Sekali parkir
4. Truk Kecil Rp. 4000 Sekali parkir
S. Truk Besar Rp. 5000 Sekali Parkir

(2) Tarif retribusi parkir bulanan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 6 berlaku untuk parkir di tepi jalan umum dan di
tempat khusus parkir.

BAB VI
MASA BERLAKU RETRIBUSI PARKIR BULANAN

Pasal 10

Masa berlaku paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 1
(satu) tahun.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi Parkir bulanan ditarik untuk setiap
tempat penyelenggaraan parkir yang diperuntukkan untuk
pokok usaha.

(2) Pemungutan retribusi parkir bulanan dilakukan oleh
petugas yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.



(3) Pelanggan yang telah melunasi pembayaran retribusi parkir
bulanan diberikan SKRD.

(4) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Majene

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI MAJENE,
CAT/TTD
H. A AACHMAD SYUKRI
Diundangkan di Majene
Pada tanggal 13 Juli 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,
CAT/TTD

M.SUYUTI MARZUKI
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Pan\ékat : Pembina
NIP : 19771015 200502 2 007



